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ABSTRAK 

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan ketentuan hukum mengenai 

tindak pidana lese-majesté di Thailand dengan hukum mengenai penyerangan 

kehormatan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia, 

serta penerapan dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi 

manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis 

normatif) dan pendekatannya berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis. Sumber 

data yang dipakai untuk melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah 

bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pertama, 

penelitian ini membahas perbandingan ketentuan hukum mengenai tindak pidana 

lese-majesté di Thailand yang memiliki sanksi pidana yang sangat ketat, dengan 

ketentuan penghinaan terhadap Presiden di Indonesia yang relatif lebih longgar, 

namun tetap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Kedua, perbedaan dan 

persamaan dalam penerapan hukum di kedua negara mengarah pada penggunaan 

hukum tersebut sebagai alat untuk melindungi martabat pemimpin negara, 

meskipun dengan tingkat keketatan yang berbeda. Ketiga, dampak dari penerapan 

hukum ini terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia menunjukkan 

bahwa meskipun kedua negara memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan 

pemimpin negara, penerapan hukum tersebut dapat membatasi ruang kebebasan 

berbicara dan berpendapat, yang berpotensi mengekang hak asasi manusia. Secara 

keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan hukum, baik di 

Thailand maupun Indonesia, keduanya menghadapi tantangan dalam 

menyeimbangkan perlindungan terhadap kehormatan pemimpin negara dengan 

hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. 

Kata Kunci: Lese-Majesté, Penyerangan Kehormatan Presiden, Kebebasan 

Berekspresi 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the legal provisions regarding the crime of lese-

majesté in Thailand with the law regarding attacks on the honor of the President 

in Law Number 1 of 2023 in Indonesia, as well as their implementation and 

impact on freedom of expression and human rights. This research employs a 

normative legal study (juridical-normative) with a statutory approach. 

Furthermore, the nature of this research is descriptive-analytical. The data 

sources used in this normative juridical research are secondary data, which 

include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal 

materials.. First, this study discusses the description of the legal provisions 

regarding the crime of lese-majesté in Thailand which has very strict criminal 

sanctions, with provisions for violations against the President in Indonesia which 

are relatively looser, but still have the potential to limit freedom. Second, the 

differences and similarities in the application of the law in both countries lead to 

the use of the law as a tool to protect the dignity of the country's leaders, although 

with different levels of strictness. Third, the impact of the application of this law 

on freedom of expression and human rights shows that although both countries 

aim to protect the honor of the country's leaders, the application of the law can 

limit freedom of speech and opinion, which has the potential to restrict human 

rights. Overall, despite differences in the application of the law, both in Thailand 

and Indonesia, both face challenges in balancing protection of the honor of state 

leaders with human rights, especially freedom of expression. 

Keywords: Lese-Majesté, Assault on Presidential Honor, Freedom of 

Expression 
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A. PENDAHULUAN  

Berbicara mengenai sistem hukum berbagai negara, penyerangan dan 

penghinaan terhadap kepala negara merupakan isu yang sarat dengan nuansa 

politik, sosial, dan hukum. setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda 

dalam mengatur dan menangani kasus-kasus penyerangan terhadap pemimpin 

negara mereka, yang sering kali mencerminkan nilai-nilai budaya dan politik 

setempat. perbandingan antara hukum Lese-Majeste di Thailand dan hukum 

pencemaran nama baik presiden di Indonesia memberikan gambaran yang 

menarik mengenai bagaimana dua negara dengan latar belakang hukum yang 

berbeda menangani masalah serupa. 

Thailand memiliki salah satu undang-undang Lese-Majeste yang paling 

ketat di dunia. pasal 112 dalam kitab undang-undang hukum pidana Thailand 

menyebutkan bahwa ‘siapa pun yang mencemarkan, menghina, atau mengancam 

raja, ratu, pewaris takhta, atau wali negara, dapat dikenakan hukuman penjara 

hingga 15 tahun untuk setiap pelanggaran. Sedangkan di Indonesia, penyerangan 

dan penghinaan terhadap kepala negara diatur dalam Undang-Undang No. 1 

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal yang 

relevan memberikan perlindungan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden 

sebagai representasi simbolik negara. Hal ini mencerminkan upaya legislator 

dalam menjaga kehormatan pemimpin negara dan stabilitas nasional. 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang jelas 

untuk menangani penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, baik di 

dalam maupun luar negeri. Dengan memasukkan ketentuan delik aduan, undang-

undang ini memberikan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk 

menentukan apakah suatu tindakan penghinaan akan ditindaklanjuti secara 

hukum, yang sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia 

dan kebebasan berekspresi, selama tetap dalam koridor hukum.  

Penelitian ini sendiri memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks 

perubahan politik, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia di Thailand dan 

Indonesia. Di Thailand, ketentuan lese-majesté terus menjadi isu kontroversial, 

terutama di tengah meningkatnya gerakan pro-demokrasi yang menuntut 

reformasi terhadap institusi kerajaan dan kebebasan berbicara yang lebih luas. 
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Penerapan hukum lese-majesté yang ketat sering kali dianggap sebagai alat untuk 

menekan kritik terhadap pemerintah dan keluarga kerajaan, yang memicu 

perdebatan mengenai batasan hukum dalam melindungi kehormatan pemimpin 

negara serta dampaknya terhadap demokrasi. 

Sementara itu, di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 yang mengatur ketentuan mengenai penyerangan kehormatan Presiden telah 

menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kriminalisasi terhadap kritik politik. 

Dengan semakin berkembangnya ruang digital dan media sosial sebagai sarana 

bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, ketentuan ini dapat berdampak 

pada kebebasan berekspresi dan hak warga negara dalam mengkritik kebijakan 

pemerintah. Dalam konteks dinamika politik yang terus berubah, baik di Thailand 

maupun Indonesia, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana 

hukum digunakan dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap martabat 

pemimpin negara dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi serta hak 

asasi manusia. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis 

normatif) dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan 

perundang-undangan. Selanjutnya sifat penelitian ini merupakan deskriptif 

analisis. Sumber data yang dipakai untuk melakukan penelitian yuridis normatif 

ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik 

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi studi dokumen 

(library research). Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi 

terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, yang pada akhirnya penelitian 

ini dianalisi menggunakan analisis kualitatif.1  

Kajian ini memiliki urgensi untuk memahami bagaimana hukum di Thailand 

dan Indonesia menangani isu penghinaan terhadap pemimpin negara, serta 

implikasi hukum dan sosial dari penerapan undang-undang tersebut. Terlebih 

dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kasus-

kasus penghinaan yang dilakukan secara daring menjadi hal yang semakin umum, 

                                                           
1 Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Sosiologis, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2014, p.1. 
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sehingga memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya melindungi martabat 

pemimpin negara tetapi juga menghormati kebebasan berekspresi. 

1. Bagaimana Perbandingan ketentuan hukum mengenai tindak pidana Lese-

Majeste di Thailand dengan hukum menyerang kehormatan Presiden di 

Indonesia.  

2. Bagaimana Perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum terhadap 

penyerangan terhadap pemimpin negara dalam konteks Lese-Majeste di 

Thailand dan penyerangan kehormatan terhadap Presiden di Indonesia. 

3. Bagaimana penerapan dan dampak hukum Lese-Majestedi Thailand dan 

penyerangan kehormatan terhadap Presiden di Indonesia terhadap 

kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia 

 

B. PEMBAHASAN  

1. Perbandingan ketentuan hukum mengenai tindak pidana Lese-Majeste 

di Thailand dengan hukum menyerang kehormatan Presiden di 

Indonesia 

Hukum lese majeste di Thailand diatur dalam Pasal 112 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Thailand, yang secara tegas melarang setiap bentuk 

penghinaan terhadap raja, keluarga kerajaan, atau perwakilan negara yang 

memiliki kedudukan tinggi. Pasal ini mengatur bahwa siapa saja yang dianggap 

melakukan penghinaan terhadap raja atau keluarganya dapat dihukum dengan 

pidana penjara yang lama dan denda yang cukup besar.2 Hukum lese majeste di 

Thailand sangat ketat, dan selama bertahun-tahun telah digunakan secara luas 

untuk menuntut individu yang diduga merendahkan atau mencemarkan 

kehormatan keluarga kerajaan.3 Penerapan hukum ini kontroversial karena sering 

dianggap digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi dan mengkritik 

pemerintah atau institusi kerajaan. Bahkan, kritik terhadap kebijakan atau 

tindakan pemerintah yang melibatkan keluarga kerajaan sering dianggap sebagai 

pelanggaran hukum, yang mengarah pada penangkapan atau penghukuman. 

                                                           
2 P. Kusuma, Penyalahgunaan Hukum dalam Pencemaran Nama Baik, Salemba Empat, 

Jakarta, 2016. 
3  H. Mulyadi, Pengaturan Lese-Majeste dalam Hukum Internasional, Pustaka Utama, 

Surabaya, 2021. 
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Perbedaan utama antara kedua negara ini terletak pada penerapan hukum 

dan intensitas sanksi. Di Thailand, penerapan hukum lese majeste sangat tegas 

dan dapat dikenakan sanksi yang sangat berat, bahkan untuk kritik yang dianggap 

sepele. Hal ini menyebabkan adanya ketakutan di kalangan warga negara untuk 

berbicara atau mengkritik keluarga kerajaan. Sementara itu, Indonesia lebih 

menekankan pada pembatasan yang lebih bijaksana, yang mencoba menjaga 

keseimbangan antara perlindungan terhadap kepala negara dan hak kebebasan 

berekspresi warganya .Dalam konteks ini, Indonesia cenderung memberikan 

ruang lebih besar untuk kebebasan berbicara dan mengkritik pemerintah, selama 

tidak merendahkan martabat Presiden secara ekstrem atau menciptakan dampak 

negatif yang signifikan terhadap stabilitas negara.  

Tujuan kedua hukum ini sebenarnya sama, yaitu untuk melindungi 

kehormatan dan martabat kepala negara, tapi pendekatan yang diambil berbeda. 

Thailand mengutamakan perlindungan sangat ketat terhadap keluarga kerajaan, 

sementara Indonesia mengakui pentingnya kebebasan berpendapat dalam menjaga 

demokrasi, meski tetap memberikan perlindungan terhadap simbol negara.4 Hal 

ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menyeimbangkan perlindungan 

terhadap kepala negara dengan hak individu untuk berbicara dan berpendapat, 

yang menjadi isu penting dalam konteks hak asasi manusia.Peraturan Indonesia 

sendiri terdapat Pasal 218 ayat 1 dan 2, dan pasal 219 UU 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 27 ayat (3) UU ITE. 

Berbicara jika penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dilakukan 

melalui media elektronik (seperti media sosial, forum online, atau platform digital 

lainnya), maka selain dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 218 KUHP, 

pelaku juga dapat dikenakan ancaman pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU 

ITE. Dengan kata lain, jika seseorang menyerang kehormatan atau harkat 

martabat Presiden atau Wakil Presiden melalui media sosial, konten tersebut dapat 

dianggap sebagai tindak pidana penghinaan di muka umum yang diatur oleh Pasal 

218 KUHP, dan juga dapat dikenakan sanksi tambahan berdasarkan ketentuan 

dalam UU ITE. UU ITE, khususnya dalam Pasal 27. 

                                                           
4 B. Ditya, Penghinaan terhadap Pemimpin Negara: Kasus Hukum di Thailand, Jurnal 

Hukum dan Politik, Vol.5, No.2 (2017). 
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Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja 

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 

dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta."  

Pasal 218 Ayat 2 memperberat hukuman apabila penghinaan dilakukan 

dengan cara yang lebih berat atau lebih terorganisir. Jika penghinaan yang 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara yang lebih berat atau lebih 

terorganisir, ancaman pidana dapat ditambah menjadi paling lama 5 tahun." 

seperti menyebarkan fitnah besar-besaran atau penghinaan yang vulgar, atau jika 

penghinaan tersebut melibatkan kelompok tertentu yang terorganisir, ancaman 

pidana dapat diperberat menjadi maksimal 5 tahun. Hal ini mengindikasikan 

bahwa penghinaan yang terencana dan sistematis dianggap lebih berbahaya dan 

memerlukan penanganan hukum yang lebih tegas untuk menjaga stabilitas dan 

kehormatan negara.5 

UU ITE sering kali menjadi dasar hukum dalam kasus penghinaan terhadap 

presiden yang dilakukan melalui media sosial. namun, undang-undang ini juga 

menuai kritik karena dianggap terlalu luas dan rawan disalahgunakan. banyak 

kasus yang muncul dari ketidakjelasan definisi "penghinaan" dalam uu ite, yang 

berujung pada penangkapan dan penahanan individu-individu yang dianggap 

menghina presiden atau pejabat negara lainnya. contoh konkret termasuk kasus 

seorang mahasiswa yang ditangkap karena mengunggah kritik terhadap presiden 

di media sosial, serta seorang aktivis yang dipenjara karena dianggap 

menyebarkan informasi yang merugikan citra presiden. kasus-kasus ini 

menimbulkan debat publik mengenai batasan antara kebebasan berpendapat dan 

penghinaan, serta mendorong seruan untuk merevisi uu ite agar lebih jelas dan 

tidak disalahgunakan. 

 

                                                           
5  E. Subagyo, Perbandingan Hukum Penghinaan Monarki di Thailand dan Indonesia, 

Jurnal Studi Hukum, Vol.13, No.4 (2018). 
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Perbandingan antara hukum Lese-Majestedi thailand dan hukum penghinaan 

terhadap presiden di indonesia menunjukkan perbedaan mendasar dalam 

pendekatan kedua negara. di thailand, hukum Lese-Majeste sangat ketat dan 

menempatkan monarki sebagai entitas yang hampir tidak dapat disentuh oleh 

kritik, dengan ancaman hukuman yang sangat berat. misalnya, pada tahun 2020, 

aktivis pro-demokrasi seperti anon nampa dan parit chiwarak ditangkap dan 

didakwa dengan pasal Lese-Majestesetelah mereka secara terbuka menyerukan 

reformasi monarki dalam protes besar-besaran.6 penggunaan hukum ini menjadi 

alat politik untuk membungkam oposisi dan menjaga stabilitas rezim yang 

berkuasa. 

Indonesia, meskipun ada ketentuan hukum yang melindungi presiden dari 

penghinaan, ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan 

terhadap presiden dan kebebasan berekspresi. sebagai contoh, kasus baiq nuril, 

seorang guru yang dihukum berdasarkan uu ite setelah merekam percakapan yang 

berisi pelecehan dari atasannya, menunjukkan bagaimana hukum dapat diterapkan 

dengan cara yang kontroversial, menimbulkan kekhawatiran akan 

penyalahgunaan.7  penerapan pasal penghinaan presiden dalam kuhp baru juga 

memicu diskusi luas tentang batasan kritik yang sah dan perlindungan terhadap 

martabat presiden, yang sering kali dipandang sebagai langkah mundur dalam 

kebebasan berpendapat.8 

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah kasus lese-

majesté, terutama seiring dengan munculnya gerakan pro-demokrasi yang 

menuntut reformasi monarki dan pemerintahan. Salah satu kasus yang menonjol 

adalah kasus Anchan Preelerd (2021), seorang mantan pegawai negeri sipil yang 

dijatuhi hukuman 43 tahun penjara karena membagikan konten yang dianggap 

menghina kerajaan di media sosial. Ini merupakan salah satu hukuman terberat 

yang pernah dijatuhkan dalam sejarah penerapan Pasal 112. 

 

                                                           
6 A. Dharmawan, Penerapan Hukum Lese-Majeste di Thailand dan Dampaknya terhadap 

Kebebasan Berekspresi, Jurnal Hukum Internasional, Vol.7, No.1 (2020). 
7  D. Harsono, Penyalahgunaan Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Jurnal 

Keamanan Nasional, Vol.18, No.1 (2020). 
8 T. Nurdin, Kasus Pencemaran Nama Baik terhadap Presiden Indonesia dan Implikasinya 

terhadap Kebebasan Berpendapat, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.11, No.2 (2019). 
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Kasus lainnya adalah Parit “Penguin” Chiwarak dan Panusaya “Rung” 

Sithijirawattanakul (2022), dua aktivis mahasiswa yang menghadapi tuntutan lese-

majesté setelah menyampaikan pidato yang menyerukan reformasi monarki dalam 

aksi protes besar-besaran. Mereka ditangkap dan dipenjara, meskipun mendapat 

dukungan luas dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia 

yang menganggap penahanan mereka sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi. 

Hukum lese-majesté di Thailand diatur dalam Pasal 112 KUHP Thailand, 

yang menetapkan hukuman pidana bagi siapa saja yang menghina, mencemarkan 

nama baik, atau mengancam Raja, Ratu, Putra Mahkota, atau Bupati. Ketentuan 

ini telah lama menjadi subjek kontroversi, terutama karena interpretasi dan 

penerapannya yang luas, yang sering kali dianggap sebagai alat untuk 

membungkam kritik terhadap pemerintah dan keluarga kerajaan. 

2. Perbedaan dan Persamaan dalam Penerapan Hukum terhadap 

Penyerangan Terhadap Pemimpin Negara  

Thailand maupun Indonesia memiliki peraturan hukum yang bertujuan 

melindungi pemimpin negara mereka dari penghinaan dan serangan kehormatan. 

Di Thailand, hukum lese-majeste bertujuan melindungi Raja dan keluarga 

kerajaan sebagai simbol persatuan dan stabilitas nasional. Sementara itu, di 

Indonesia, ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden 

bertujuan menjaga martabat kepala negara sebagai simbol persatuan bangsa. 9 

Keduanya menempatkan pemimpin negara dalam posisi yang harus dihormati dan 

dilindungi dari serangan yang dapat merusak citra institusi negara.  

Di Thailand, monarki memiliki peran sentral yang sangat dihormati dalam 

kehidupan sosial dan budaya. Penghinaan terhadap Raja dianggap sebagai 

penghinaan terhadap bangsa, sehingga penerapan hukum lese-majeste sangat 

ketat. Sebaliknya, di Indonesia, presiden adalah pejabat publik yang dipilih 

melalui proses demokratis. Penghinaan terhadap presiden lebih dilihat dalam 

konteks hukum dan politik, bukan sebagai pelanggaran terhadap simbol budaya 

yang sakral. Hal ini mencerminkan perbedaan besar dalam cara masyarakat kedua 

negara memandang pemimpin mereka. 

                                                           
9 W. Purnama, Perbandingan Lese-Majeste Thailand dengan Pencemaran Nama Baik di 

Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.3 (2018). 
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Penerapan hukum lese-majeste di Thailand dikenal sangat tegas dan sering 

menghasilkan hukuman berat. Banyak kasus menunjukkan bahwa penghinaan 

terhadap keluarga kerajaan bisa berujung pada hukuman penjara yang panjang, 

dengan sedikit toleransi terhadap kritik/protes. Di Indonesia, meski ada ketentuan 

serupa, penerapannya lebih jarang & cenderung menuai kritik. Ada kekhawatiran 

penegakan hukum terhadap penghinaan presiden dapat disalahgunakan untuk 

membungkam oposisi politik atau kritik terhadap pemerintah.  

Konsekuensi hukum di Thailand cenderung lebih berat dibandingkan di 

Indonesia. Di Thailand, pelanggaran terhadap hukum lese-majeste bisa dihukum 

hingga 15 tahun penjara, mencerminkan sikap tegas terhadap pelanggaran ini. 

Sementara itu, di Indonesia, pelanggaran terhadap penghinaan presiden memiliki 

ancaman hukuman yang lebih ringan, yaitu maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. 

Perbedaan ini menunjukkan perbedaan dalam tingkat perlindungan dan hukuman 

yang diberikan kepada simbol-simbol negara di kedua negara.10 

Kedua negara menghadapi kritik terkait dampak hukum ini terhadap 

kebebasan berekspresi. Di Thailand, hukum lese-majeste dianggap membatasi 

kebebasan berbicara dan sering digunakan untuk menekan oposisi politik. Di 

Indonesia, meskipun undang-undang tentang penghinaan presiden relatif baru, ada 

kekhawatiran bahwa hal itu bisa digunakan untuk mengontrol opini publik dan 

menekan kebebasan pers. Kedua negara menghadapi tantangan dalam 

menyeimbangkan perlindungan terhadap pemimpin negara dengan penghormatan 

terhadap hak-hak individu. 

Di Indonesia, penghinaan terhadap Presiden diatur dalam Pasal 218 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP Baru). Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menyerang 

kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden dapat dikenakan pidana 

penjara hingga 3 tahun 6 bulan atau denda. Meskipun terdapat ketentuan bahwa 

kritik yang bersifat kepentingan umum tidak dianggap sebagai penghinaan, pasal 

ini tetap menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi dan potensi 

kriminalisasi terhadap kritik politik. 

                                                           
10 E. Subagyo, Perbandingan Hukum Penghinaan Monarki di Thailand dan Indonesia, 

Jurnal Studi Hukum, Vol.13, No.4 (2018). 
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Dalam praktik, meski ketentuan ini baru berlaku penuh pada 2026, hukum 

serupa telah diterapkan dalam berbagai kasus sebelum pengesahan KUHP Baru. 

Beberapa aktivis dan mahasiswa yang mengkritik kebijakan Presiden dalam aksi 

demonstrasi juga menghadapi ancaman hukum. Pada 2022, beberapa peserta aksi 

demonstrasi menentang kenaikan harga BBM, ditangkap karena dianggap 

menghina Presiden melalui spanduk dan orasi. Meski tidak semua kasus ini 

diproses dengan pasal penghinaan terhadap Presiden, penangkapan mencerminkan 

bagaimana kritik politik dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. 

3. Penerapan dan dampak hukum Lese-Majestedi Thailand dan 

penyerangan kehormatan terhadap Presiden di Indonesia terhadap 

kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. 

Penerapan hukum lese-majesté di Thailand merupakan salah satu bentuk 

regulasi yang sangat ketat & kontroversial dalam melindungi kehormatan keluarga 

kerajaan. Hukum ini melarang segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap 

Raja, Ratu, pewaris takhta, dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Di Thailand, 

hukum lese-majesté sangat dipertahankan dengan sanksi pidana yang berat, 

termasuk hukuman penjara yang dapat mencapai 15 tahun. Hukum ini tidak hanya 

diterapkan terhadap tindakan yang dilakukan di dunia nyata, tetapi juga mencakup 

media sosial dan platform digital. Dalam praktiknya, hukum ini sering kali 

digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, di mana seseorang 

yang dianggap merendahkan keluarga kerajaan dapat dihukum meskipun tindakan 

mereka tidak dimaksudkan untuk menyinggung kehormatan kerajaan.  

Di sisi lain, Indonesia memiliki peraturan yang serupa terkait penghinaan 

terhadap Presiden, meskipun tidak ada hukum yang secara spesifik mengatur 

penghinaan terhadap Presiden seperti hukum lese-majesté Thailand.11 Pasal-pasal 

yang mengatur penghinaan ini memberi dasar hukum bagi negara untuk 

mengambil tindakan terhadap individu yang dianggap menyerang kehormatan 

Presiden atau pejabat negara lainnya. Meskipun tidak seketat di Thailand, 

penerapan hukum ini tetap berisiko mengekang kebebasan berekspresi, terutama 

ketika digunakan dalam konteks politik atau kritik terhadap pemerintah. 

                                                           
11 A. Rizki, Perlindungan terhadap Reputasi Presiden dalam Hukum Pidana Indonesia, 

Jurnal Hukum Pidana, Vol.10, No.3 (2021). 
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Penerapan hukum lese-majesté di Thailand menunjukkan dampak besar 

terhadap kebebasan berekspresi di negara tersebut. Hukum ini sering kali 

digunakan untuk menuntut mereka yang secara terbuka mengkritik pemerintah 

atau keluarga kerajaan. Banyak kasus di Thailand di mana aktivis, jurnalis, dan 

individu yang berusaha mengungkap ketidakberesan politik atau sosial yang 

melibatkan kerajaan, malah dijerat dengan tuduhan lese-majesté. Meskipun tujuan 

dari penerapan hukum ini adalah untuk melindungi integritas kerajaan, dalam 

praktiknya, hukum ini malah menjadi alat politik yang digunakan untuk 

membungkam suara-suara oposisi dan mempersempit ruang demokrasi. Individu 

yang mengkritik pemerintah atau keluarga kerajaan sering kali terpaksa berdiam 

diri karena ketakutan akan dipenjara atau dihukum berat. 

Di Indonesia, meski kebebasan berekspresi dijamin konstitusi, penerapan 

hukum penghinaan terhadap Presiden juga menunjukkan adanya dampak terhadap 

ruang publik. Meskipun tidak ada hukum yang secara spesifik mengatur tentang 

penghinaan terhadap Presiden seperti di Thailand, penggunaan undang-undang 

yang ada untuk menindaklanjuti kasus penghinaan sering kali menimbulkan 

ketegangan.Beberapa kasus yang melibatkan kritik terhadap Presiden atau pejabat 

negara lainnya sering berujung pada proses hukum yang mengarah pada 

penuntutan pidana. Dampak ini menimbulkan efek jera, di mana masyarakat 

menjadi ragu untuk mengemukakan pendapat atau kritik secara terbuka, terutama 

dalam konteks politik yang berhubungan langsung dengan pemerintah.12 

Dalam konteks kebebasan berekspresi, penerapan hukum lese-majesté di 

Thailand menciptakan suasana ketidakpastian bagi yang berusaha mengkritik 

pemerintah. Banyak orang merasa terancam untuk berbicara atau menulis tentang 

isu-isu sensitif, karena mereka khawatir akan dikenakan sanksi hukum yang 

berat. 13  Tidak jarang, individu yang hanya menyampaikan pendapat melalui 

media sosial atau karya seni dianggap melanggar hukum ini. Hal ini menciptakan 

efek takut yang meluas, di mana kritik terhadap keluarga kerajaan dan pemerintah 

menjadi sangat terbatas, sehingga mengurangi kualitas demokrasi di negara itu.  

                                                           
12 T. Nurdin, Kasus Pencemaran Nama Baik terhadap Presiden Indonesia dan Implikasinya 

terhadap Kebebasan Berpendapat, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.11, No.2 (2019). 
13 A. Dharmawan, Penerapan Hukum Lese-Majeste di Thailand dan Dampaknya terhadap 

Kebebasan Berekspresi, Jurnal Hukum Internasional, Vol.7, No.1 (2020). 
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Di Indonesia, meskipun penerapan hukum penghinaan terhadap Presiden 

tidak seketat di Thailand, efek dari penerapan hukum ini tetap berpotensi 

mengekang kebebasan berbicara.14  Sering kali, individu yang mengungkapkan 

ketidakpuasan terhadap kebijakan Presiden atau pemerintah dapat terjerat dengan 

pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap pejabat negara. Hal ini 

menciptakan ketegangan antara kebebasan individu untuk mengungkapkan 

pendapat dan kewajiban untuk menghormati kehormatan Presiden dan pejabat 

negara lainnya. Dampak dari penerapan hukum ini lebih terasa dalam konteks 

media sosial, di mana banyak orang merasa perlu berhati-hati dalam 

menyampaikan pendapatnya, terutama jika pendapat tersebut dianggap kritis 

terhadap pemerintah. 

Penerapan kedua jenis hukum ini menunjukkan adanya ketegangan antara 

perlindungan terhadap kehormatan pemimpin negara dengan jaminan kebebasan 

berekspresi. Di Thailand, hukum lese-majesté sering dipakai untuk mempersempit 

ruang gerak individu dalam mengkritik kebijakan atau mengungkapkan pendapat 

yang dianggap sensitif. Di Indonesia, meskipun kebebasan berekspresi lebih 

terjamin, penerapan hukum yang berhubungan dengan penghinaan terhadap 

Presiden masih bisa mempengaruhi partisipasi publik dalam percakapan politik. 

Sering kali, diskusi mengenai isu-isu sensitif terkait pemerintah dapat terhambat 

oleh rasa takut terhadap tindakan hukum yang mungkin diambil. 

Adapun dampak jangka panjang dari penerapan hukum lese-majesté di 

Thailand dan penghinaan terhadap Presiden di Indonesia terhadap kebebasan 

berekspresi adalah pengurangan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

diskursus publik yang sehat. Dalam kedua kasus tersebut, meskipun negara 

memiliki hak untuk melindungi integritas pemimpin dan institusi negara, jika 

penerapan hukum ini dilakukan secara berlebihan atau tidak proporsional, dapat 

menyebabkan perasaan ketidakadilan di kalangan warga negara. Oleh karena itu, 

penting bagi negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap 

kehormatan pejabat negara dan hak individu untuk mengungkapkan pendapatnya 

secara bebas tanpa takut diadili.  

                                                           
14 E. Subagyo, Perbandingan Hukum Penghinaan Monarki di Thailand dan Indonesia, 

Jurnal Studi Hukum, Vol.13, No.4 (2018). 
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C. PENUTUP  

Perbandingan ketentuan hukum antara tindak pidana lese-majesté di 

Thailand dan hukum mengenai penyerangan kehormatan terhadap Presiden di 

Indonesia menunjukkan adanya kesamaan dalam tujuan untuk melindungi 

kehormatan pemimpin negara, namun dengan penerapan yang berbeda. 

Di Thailand, hukum lese-majesté sangat ketat dan dapat menghukum 

individu dengan pidana penjara yang lama hanya karena menghina keluarga 

kerajaan, sementara di Indonesia, meskipun penghinaan terhadap Presiden diatur 

dalam KUHP dan undang-undang lain, penerapannya cenderung lebih longgar. 

Kedua negara memiliki persamaan dalam hal perlindungan terhadap kehormatan 

pemimpin negara, namun perbedaannya terletak pada tingkat keketatan hukum 

yang diterapkan.  

Dampak dari penerapan kedua hukum ini terhadap kebebasan berekspresi 

cukup besar, di mana masyarakat di Thailand cenderung takut untuk mengkritik 

keluarga kerajaan karena risiko hukum yang berat, sedangkan di Indonesia, 

meskipun tidak seketat di Thailand, penggunaan hukum ini tetap mengekang 

ruang kebebasan berbicara, terutama dalam konteks politik. Secara keseluruhan, 

meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan hukum, baik di Thailand maupun 

Indonesia, keduanya menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan 

perlindungan terhadap kehormatan pemimpin negara dengan hak asasi manusia, 

khususnya kebebasan berekspresi 
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